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tidak masuk kerja karena rumahnya habis ter-
endam banjir, bahkan dia dan keluarganya sampai
harus mengungsi selama 4 hari karena genangan air
di rumahnya tidak kunjung surut. Saya sangat miris
mendengar laporan warga seperti ini," ucap Hadi
Suhendra, seperti dilansir dari SumutPos, Minggu
(14/12/2025).

Dikatakan Hadi Suhendra, ribuan warga di
Medan Utara sangat terpukul karena banjir besar
yang melanda kawasan tersebut. Tak hanya rumah
tempat berteduh, bahkan harta benda dan dokumen-
dokumen penting juga banyak yang rusak bahkan
hilang ditelan banjir.

"Sepulang dari pengungsian, warga harus ber-
lelah lagi untuk membersihkan rumahnya, dan itu
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum
lagi beban mental karena kehilangan harta benda
dan dokumen penting, sangat wajar bila warga
yang menjadi korban banjir tidak masuk kerja
dalam beberapa hari. Tetapi yang kita lihat, ada
perusahaan yang justru tega memecat pegawainya
yang sedang tertimpa bencana dengan alasan tidak
masuk kerja beberapa hari," ujarnya.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari

Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra
itu, selayaknya setiap perusahaan dapat memak-
lumi kondisi karyawannya yang sedang tertimpa
bencana. Bahkan, pihak perusahaan seyogianya
turut membantu meringankan beban karyawannya
yang tertimpa musibah.

"Harusnya pihak perusahaan justru membantu
karyawannya yang tertimpa musibah, bukannya
justru menambah 'musibah’ baru dengan memecat
karyawan tersebut," katanya.

Suhendra pun meyakini, kondisi itu tidak hanya
menimpa satu atau dua orang karyawan di Medan
Utara. Untuk itu, Suhendra menegaskan bahwa
pihaknya di DPRD Kota Medan siap menampung
keluhan dari setiap korban bencana banjir di Kota
Medan yang justru dicurangi pihak perusahaan
dalam kondisi tersebut.

"Saya pastikan DPRD Kota Medan siap menam-
pung dan memperjuangkan nasib para karyawan
yang menjadi korban banjir di Kota Medan. Jangan
ada pihak perusahaan yang memanfaatkan kondisi
bencana banjir kemarin untuk berbuat curang
kepada mereka," tegasnya.

Hadi Suhendra pun meminta Pemerintah Kota
(Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) untuk tidak tinggal diam dengan kezali-

man yang dilakukan pihak perusahaan dan memb-
ela hak para pekerja.

"Disnaker Medan jangan diam saja, tindak tegas
perusahaan yang memecat karyawan yang sedang
tertimpa musibah. Di saat Pemko Medan sedang
giat menolong warga yang menjadi korban bencana
banjir, justru disitu ada perusahaan yang memecat
karyawannya dengan alasan tidak masuk kerja, pa-
dahal karyawan tersebut merupakan korban banjir,"
ungkapnya.

Menurut Suhendra, perusahaan nakal yang me-
mecat karyawan yang menjadi korban banjir seperti
itu tidak boleh ditolerir oleh Pemko Medan. Sebab,
perusahaan tersebut tidak mendukung masa Tang-
gap Darurat Bencana yang telah ditetapkan bahkan
diperpanjang oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra
Bayu Waas hingga 25 Desember 2025.

"Wali Kota Medan menetapkan dan memper-
panjang masa Tanggap Darurat Bencana agar
pemulihan terhadap korban banjir dapat berjalan
maksimal. Harusnya pihak perusahaan dapat
mendukung Pemko Medan dengan turut memuli-
hkan kondisi karyawannya yang menjadi korban
bencana, bukan justru membuat karyawannya
semakin terpuruk dengan pemecatan," tutupnya.
(A-10)
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itu, merespons terbitnya Perpol (Peraturan Polri)
Nomor 10 Tahun 2025 diteken Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo (56) pada Selasa 9 Desember
2025.

Mahfud dan Sigit sama-sama anggota Komisi
Percepatan Reformasi Polri diketuai Prof Jimly As-
shiddigie.

PERPOL

Perpol 10/2025 terbit 9 Desember 2025 --atau
hanya 26 hari setelah putusan MK 114/2025-- itu,
mengatur polisi aktif melaksanakan tugas di 17 ke-
menterian/lembaga (K/L) di luar struktur organisasi
Polri.

Sedangkan ringkasan putusan MK 114/2025 yang
menjadi rujukan Prof Mahfud, menyatakan, frasa
“atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”
dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri Nomor
2/2002... bertentangan dengan UUD RI 1945, dan
tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Putusan MK ini sendiri buah dari gugatan advokat
Syamsul Jahidin, SIKom, SH, MIKom, MHM il,
warga Selaparang, Kota Mataram, NTB, dan rekan-
nya Christian Adrianus Sihite, SH, warga Parnapa,
Onan Ganjang, Humbahas, Sumatera Utara.

Konsekuensi putusan ini, semua personel polisi
aktif wajib mengundurkan diri dari jabatan instansi
sipil, atau pensiun dini dari organisasi politik.

TAK ADA LAGI MEKANISME...

Merujuk pada liputan kompas.com, Ahad kema-
rin, Prof Mahfud menegaskan pada Jumat (12/12)
pekan lalu, “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu
bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat
(3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. (Sebab)
menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXII1/2025,
anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil,
harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak
ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri.”

Tetapi ternyata kemudian, Kapolri Listyo Sigit
masih mencoba menerbitkan alasan atau dalih baru

untuk menyelamatkan jabatan rekan-rekannya,
melalui penerbitan Perpol 10/2025, yang derajatnya
berada jauh di bawah Kepres (keputusan presiden),
Perpres

(peraturan presiden), PP (peraturan pemerintah),
UU (undang-undang), dan apalagi UUD (undang-
undang dasar atau konstitusi).

Adapun putusan MK yang bersifat final dan
mengikat (binding) memiliki derajat kekuatan hukum
serupa dengan UUD.

BERTENTANGAN

Menurut Prof Mahfud, selain bertentangan den-
gan putusan MK, Perpol 10/2025 itu pun bertentan-
gan juga dengan Undang-Undang ASN.

UU ASN mengatur pengisian jabatan ASN oleh
polisi aktif sebagaimana diatur dalam UU Polri,
sedangkan di UU Polri sendiri tidak ada mengatur
mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki
polisi aktif --sebelum Perpol 10/2025.

Ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14
jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.

“Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan kon-
stitusionalnya,” kata Mahfud.

POLISI SIPIL

Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu
tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk
masuk ke institusi sipil lainnya. “Sebab semua harus
sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Mis-
alnya, meski sesama dari institusi sipil, dokter tidak
bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak
bisa jadi dokter,” kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, Mahfud Md saat ini mer-
upakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Namun demikian, Mahfud memberikan pernyataan
bukan sebagai anggota Komisi, melainkan sebagai
dosen hukum tata negara di UII Yogyakarta.

TAK TAAT KONSTITUSI

Terpisah, Direktur Amnesty International Indo-
nesia, Usman Hamid, menilai, penerbitan Per-
pol/10/2025 yang melegalkan penempatan anggota
Polri aktif di 17 K/L tanpa pensiun dini sebagai
langkah yang bertentangan dengan putusan MK dan

mencerminkan ketidaktaatan penegak hukum terha-
dap konstitusi.

“Perpol ini jelas melawan putusan MK, melang-
gar hukum, memperlihatkan ketidaktaatan penegak
hukum terhadap hukum itu sendiri secara terang
benderang,” kata Usman Hamid --sebagaimana
dilaporkan mediaindonesia, Sabtu (13/12).

Usman (49) menyebut “Aturan ini akal-akalan
saja untuk menghindari putusan MK yang sudah
tegas menyatakan anggota Polri tidak boleh men-
duduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mengundur-
kan diri.”

17 KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Diberitakan sebelumnya, polisi aktif kini resmi
dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/
lembaga (K/L), sebagaimana tertuang dalam Perpol
10/2025.

Adapun ke-17 K/L itu ialah:

1. Kementerian Koordinator Politik dan Kea-
manan;

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral;

3. Kementerian Hukum;

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Kementerian Kehutanan; 6. Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan;

7. Kementerian Perhubungan;

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (P2MI);

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional; dan

10. Lembaga Ketahanan Nasional.

Kemudian:

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK);

13. Badan Narkotika Nasional (BN);

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT);

15. Badan Intelijen Negara (BIN); 16. Badan Si-
ber Sandi Negara (BSSN); dan 17. Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK). (kps/cp/js)
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Padang Panjang, Padang Pariaman dan
Tanah Datar," sambungnya.

Disampaikan Abdul, operasi pencarian dan
pertolongan ini berdasarkan data korban hilang
yang dilaporkan di setiap kabupaten/kota.

Kendati demikian, kata Abdul, personel
Basarnas juga tetap disiagakan di wilayah yang
jumlah korban hilangnya telah dinyatakan nihil.

"Karena ada alur-alur yang mungkin bersing-
gungan dengan kabupaten di sekitar, sehingga
ini masih diteruskan, seperti yang tadi saya
sampaikan ada warga dari kabupaten A tetapi
ditemukan di kabupaten b, ini kemudian dii-

dentifikasi by name by address ini nanti dilihat
berdasarkan catatan sipil yang bersangkutan
atau korban itu ada di kabupaten apa," tutur dia.

Hingga Minggu hari ini, BNPB mencatat
jumlah korban meninggal akibat banjir dan
longsor tersebut bertambah menjadi 1.016
orang. Kemudian, untuk korban hilang tercatat
ada sebanyak 212 orang.(cnni/js)
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"Per hari ini hasil pencarian dan pertolongan
bertambah 10 jasad yang ditemukan," jelas Abdul
Muhari.

Dia menerangkan 10 jasad itu ditemukan di
Aceh dan Kabupaten Agem. Jadi jumlah korban
meninggal akibat bencana Sumatera menjadi
1.016 orang.

"Di Aceh 9 dan satu di Kabupaten Agam se-
hingga total yang kemarin 1.006 jiwa, hari ini ber-
tambah menjadi 1.016 jiwa," kata Abdul Muhari.

Adapun jumlah korban hilang saat ini menjadi
212 orang. Kemudian pengungsi masih 624.670

orang.

Operasi pencarian korban hilang masih ber-
langsung. Berikut datanya:

Sumatera Utara

- Tapanuli Tengah: Kecamatan Sukabangun dan
Aloban Bair (56 hilang)

- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru
(30 hilang)

- Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga
Kota (1 hilang)

Baca juga:

Dinkes Agam Selidiki Dugaan 11 Korban Ban-
jir Bandang Keracunan di Pengungsian

Sumatera Barat

- Kabupaten Agam: Kecamatan Malalak dan

Palembayan (53 hilang)

- Kota Padang Panjang: Aliran Sungai Batang
Anai (32 hilang)

- Kabupaten Padang Pariaman: Aliran Sungai
Batang Anai (1 hilang)

- Kecamatan Tanah Datar: Aliran Sungai
Batang Anai

Aceh

- Kabupaten Bener Meriah (14 hilang)

- Kabupaten Aceh Utara (6 hilang)

- Kabupaten Aceh Tengah (4 hilang)

- Kabupaten Bireun (4 hilang)

- Kabupaten Aceh Tamiang

- Kabupaten Nagan Raya.

(det/js)
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Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen
Dikti) Kemdiktisaintek Khairul Munadi di Pa-
dang, Sabtu (13/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Khairul Munadi di
sela-sela penyerahan bantuan dari Kemendikti-
saintek kepada mahasiswa Universitas Andalas
(Unand) yang turut menjadi korban banjir ban-
dang dan tanah longsor.

Khairul Munadi menjelaskan 22 ribu ma-
hasiswa yang terdampak itu dalam tahap atau
kondisi yang bervariatif. Ada yang terkena
langsung, kerusakan tempat tinggal hingga orang
tuanya yang turut menjadi korban bencana.

"Adik-adik mahasiswa yang mengalami lang-
sung bencana ini, seperti orang tuanya yang ikut
terdampak akan berdampak pula pada pembiayaan
pendidikan mereka,"ujar dia.

Dirjen Dikti mengatakan, data tersebut belum
bisa dikatakan valid karena saat ini beberapa per-
guruan tinggi di daerah terdampak bencana masih
terus memperbaharui data. Di saat bersamaan se-
jumlah mahasiswa juga sudah berangsur kembali
ke rumah masing-masing.

Ia memastikan Kemendiktisaintek akan terus
hadir dan mengawal pendataan tersebut untuk
memastikan setiap korban atau penyintas banjir
bandang dan tanah longsor, khususnya mahasiswa
mendapatkan bantuan sesuai skala prioritas yang

ditetapkan.

Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi
mengatakan sejak awal bencana terjadi perguruan
tinggi tertua di luar Jawa itu langsung bergerak
cepat dengan mendirikan posko tanggap darurat
bagi sivitas akademika maupun masyarakat sekitar
lingkungan kampus.

"Posko yang kita dirikan ini sangat bermanfaat
bagi pusat distribusi logistik, alat kesehatan, obat-
obatan dan sebagainya," ujar Rektor Unand.

Bahkan, perguruan tinggi itu mengirimkan
langsung beberapa dokter atau tenaga medis
untuk membantu percepatan penanganan dampak
bencana di Kabupaten Agam yang menjadi lokasi
terparah di Ranah Minang. (rep/js)
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Data resmi perusahaan menyebut jejak operasi
mereka ratusan hektar. Sekitar enam ratus hingga
mendekati seribu hektar. Itu yang diakui sebagai
footprint. Tapi kita tahu. Tambang tidak hanya
soal lubang. Ada jalan. Ada pembukaan lahan.
Ada aktivitas harian. Ada perubahan bentang
alam yang tak tercatat dalam brosur keberlanju-
tan.

WALHI telah lama memberi peringatan.
Kawasan hutan yang bersinggungan langsung

dengan Agincourt mengalami tekanan berat. Frag-
mentasi terjadi. Tutupan berkurang. Fungsi ekolo-
gis melemah. Air yang dulu ditahan kini dilepas.
Lumpur yang dulu tertahan kini meluncur.

Profesor Mohammad Basyuni dari Univer-
sitas Sumatera Utara menegaskan. Deforestasi
di bagian hulu itu nyata. Bukan asumsi. Bukan
propaganda. Hutan yang rusak di hulu selalu
berujung pada bencana di hilir. Itu hukum alam.
Itu sunatullah.

Perusahaan berdalih. Operasi sesuai izin.
Berada di APL. Memiliki program konservasi.
Ribuan hektar diklaim sebagai area lindung. Tapi

banjir tidak membaca izin. Lumpur tidak men-
genal offset. Air hanya mengikuti gravitasi. Dan
alam selalu jujur mencatat perlakuan manusia.

Allah sudah mengingatkan, “Telah tampak
kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan
manusia.” Ayat itu terasa hidup di Sumatera hari
ini. Terasa basah. Terasa dingin. Terasa sampai ke
rumah warga yang tenggelam.

Jika Agincourt tidak merasa ikut bertanggung
jawab, maka siapa lagi. Jika ini bukan akibat, lalu
apa namanya. Dan jika negara masih ragu menye-
but ini kejahatan ekologis, maka negara sedang
menunda keadilan.(*)

UIN Sumut Beri ..........
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“Bantuan ini kami salurkan untuk semua korban
tanpa terkecuali, termasuk keluarga mahasiswa UINSU
yang juga terdampak. Semoga bisa meringankan beban
mereka,” ujar Prof. Nurhayati di sela kegiatan.

Warga Benua Raja menyampaikan rasa syukur dan
haru atas perhatian tersebut. “Kami sangat berterima kasih
kepada Kemenag dan UINSU. Ini bukan hanya bantuan
materi, tapi juga dorongan semangat bagi kami untuk
tetap kuat,” ungkap seorang warga.

Selain warga umum, keluarga mahasiswa UINSU yang
tinggal di wilayah ini juga mendapat bantuan langsung
dari rombongan kampus. Kehadiran para dosen, staf,
dan mahasiswa memberi kekuatan moral tersendiri bagi
mereka yang sedang berjuang memulihkan kehidupan.

Bantuan genset menjadi penopang utama aktivitas
malam hari, memberikan penerangan bagi warga yang
sebelumnya hidup dalam kegelapan total.

Rektor UINSU menutup kunjungan dengan doa agar
masyarakat Aceh Tamiang dapat segera bangkit. “Semoga
ini menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah ikut
membantu,” ujarnya. (GNT)

Aceh Surati ..........
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pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan
UNICEEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muham-
mad MTA, Minggu (14/12).

Pihaknya juga sudah bersurat ke dua lembaga itu
secara resmi karena kebutuhan untuk pemulihan.

"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan
mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka
meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa
sangat dibutuhkan," katanya.

Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan in-
frastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupat-
en kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilan-
gan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan
ketiga bencana.

Pihaknya juga mencatat hingga hari ini sudah ada 77
lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam
upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan
lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.

Adapun lembaga yang sudah masuk dalam desk
relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Is-
lamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan
Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS
UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari,
Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan rela-
wan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan
ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur
sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang
sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," kata
Muhammad MTA.

Dari data posko tanggap darurat bencana hidromete-
orologi Aceh update Minggu (14/12) Pukul 13:36 WIB
korban meninggal dunia sebanyak 419 jiwa dan hilang
32 orang. Sementara pengungsi 474.691 jiwa.

Bencana ini juga merusak 258 unit kantor, 287 tempat
ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 RS dan Puskes-
mas, 461 titik jalan dan 332 jembatan rusak.(cnni/js)
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yang menempatkan manusia di bawah target produksi.
Dalam logika semacam ini, bencana tidak dipahami seba-
gai krisis kemanusiaan, melainkan gangguan operasional.
Pekerja yang tidak hadir dianggap lalai, bukan sedang
berjuang menyelamatkan keluarganya dari genangan air.
Ketika aturan berdiri tanpa empati, maka aturan itu beru-
bah menjadi alat penindasan.

Media memainkan peran penting dalam membongkar
logika yang keliru ini. Dengan menempatkan pemecatan
korban banjir sebagai isu utama, media sedang men-
goreksi cara kita memaknai “kedisiplinan” dan “profe-
sionalisme”. Disiplin yang memutus mata rantai empati
bukanlah nilai kerja, melainkan dehumanisasi. Profesion-
alisme yang mengabaikan kondisi darurat adalah bentuk
kekerasan simbolik yang dilegalkan oleh sistem.

Dalam perspektif komunikasi massa, pemberitaan ini
jelas tidak netral dan memang tidak seharusnya netral.
Netralitas di hadapan ketidakadilan hanya melahirkan
keberpihakan diam-diam pada yang kuat. Media memilih
berpihak pada korban, dan itu adalah sikap etis. Kata-kata
seperti “tega” dan “kezaliman” mungkin terdengar keras,
tetapi justru itulah bahasa yang diperlukan ketika nalar
hukum kehilangan sisi kemanusiaannya.

Lebih ironis lagi, pemecatan ini terjadi di saat negara
menetapkan masa tanggap darurat bencana. Artinya,
secara resmi pemerintah mengakui bahwa warga berada
dalam kondisi luar biasa. Jika dalam situasi seperti ini
perusahaan tetap berpegang pada sanksi normal, maka
yang dipertanyakan bukan hanya etika perusahaan, tetapi
juga wibawa negara. Negara yang tidak mampu melind-
ungi warganya di saat paling rapuh adalah negara yang
gagal hadir.

Pernyataan DPRD Kota Medan seharusnya tidak
berhenti sebagai retorika empatik. Ia harus dibaca sebagai
peringatan bahwa relasi industrial kita masih timpang.
Pekerja selalu berada di posisi paling mudah dikorbankan,
terutama ketika bencana datang. Dalam situasi krisis,
risiko selalu dipindahkan ke bawah, sementara yang di
atas tetap aman di balik kontrak dan pasal-pasal.

Di sinilah pemerintah daerah, khususnya dinas ketena-
gakerjaan, diuji. Diam berarti membiarkan praktik tidak
manusiawi menjadi preseden. Tegas berarti mengirim
pesan bahwa bencana bukan celah untuk berbuat curang.
Jika tidak ada sanksi, maka pemecatan korban banjir
akan menjadi praktik yang dianggap wajar dan kewajaran
semacam itu adalah tanda rusaknya nurani publik.

Bencana seharusnya memperpendek jarak antar-manu-
sia, bukan memperlebar jurang kekuasaan. Ketika banjir
datang dan nurani justru pergi, yang tersisa hanyalah sis-
tem yang dingin dan masyarakat yang saling mencurigai.
Media sudah mengetuk kesadaran kita. Kini pertanyaan-
nya sederhana namun menentukan: apakah kita masih
menganggap manusia lebih penting daripada laporan
kehadiran? (*)



